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Abstrak
 

Tulisan ini akan melihat tiga konflik terkait dengan penambangan semen di Pegunungan Kendeng. Konflik-

konflik tersebut memunculkan berbagai dinamika baik secara sosial, politik maupun hukum. Hal itu tidak

terlepas dari banyaknya sudut pandang yang terbentuk dari konflik tersebut yang begitu beragam dan

kompleks. dinamika sosial politik dan hukum mengenai perizinan pertambangan pada wilayah Pegunungan

Kendeng sangat kompleks dan padat. Konflik sosial yang terjadi memiliki dampak implementasi pada

proses pelaksanaan penerbitan izin maupun eksekusi pembangunan di lapangan, hal tersebut terjadi karena

ada perbedaan antara pihak pro yang terhadap tambang dan kontra. Sedangkan pada sisi politik hukum

kebijakan/izin akan ditemukan beberapa kemungkinan seperti pengaruh politik. Faktor-faktor yang

menyebabkan konflik sosial antara masyarakat Pegunungan Kendeng dengan korporasi yaitu perbedaan

kepentingan, faktor lingkungan, keadilan sosial dan kesejahteraan, faktor hukum. Ada perbedaan

kepentingan antara yang mendukung dan yang menentang pembangunan pabrik semen. Penyebaran tersebut

termasuk penolakan membangun pabrik semen karena akan menimbulkan kerugian seperti kehilangan air

dan terhentinya perlindungan hutan. Pada saat yang sama, penentang percaya bahwa, misalnya, memiliki

pabrik semen akan membuat ekonomi lebih baik. Alasan tersebut di atas menyebabkan hilangnya

diskriminasi dan keragaman dalam masyarakat.Dalam politik hukum analisa yang dituju menyasar pada arah

dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang memiliki prefensi kepentingan peningkatan pendapatan daerah

dari investor. Kebijakan penerbitan izin baru dari Gubernur setelah diputuskan oleh MA mengenai

pembatalan izin sebelumnya menandakan keberpihakan dan mengarah pada kepentingan PT Semen

Indonesia, dengan kata lain, unsur pokok penafsiran unntuk alasan ini, pendekatan eksternal ilmu politik

cenderung lebih dominan bagi pembuat kebijakan dengan tingkat akurasi yang tinggi.

......This paper will look at three conflicts related to cement mining in the Kendeng Mountains. . These

conflicts give rise to various dynamics both socially, politically and legally. This can not be separated from

the many points of view formed from the conflict which are so diverse and complex. Socio-political and

legal dynamics regarding mining permits in the Kendeng Mountains area are very complex and dense. The

social conflicts that occur have an implementation impact on the process of implementing the issuance of

permits and execution of development in the field, this happens because there are differences between the

pros and cons of mining. While on the political side of the policy/license law, several possibilities will be

found, such as political influence. The factors that cause social conflict between the Kendeng Mountains

community and corporations are differences in interests, environmental factors, social justice and welfare,

legal factors. There is a difference of interest between those who support and those who oppose the

construction of a cement factory. The spread includes the refusal to build a cement factory because it will

cause losses such as loss of water and cessation of forest protection. At the same time, opponents believe

that, for example, owning a cement factory will make the economy better. The reasons mentioned above

cause the loss of discrimination and diversity in society. In legal politics, the analysis aimed at the direction
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and policies of the Governor of Central Java who has a preference for increasing regional income from

investors. The policy of issuing a new permit from the Governor after being decided by the Supreme Court

regarding the cancellation of the previous permit indicates partiality and leads to the interests of PT Semen

Indonesia, in other words, the main element of interpretation for this reason, the external approach of

political science tends to be more dominant for policy makers with a high level of accuracy. 


